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KEWAJIBAN PERPAJAKAN

BENDAHARA PEMERINTAH

<TEMPAT>, <TANGGAL>
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Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada
kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah
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Pendapatan Negara Pada APBN 2017

& Rp 1.750,3 T

74,7%.,.

adalah Penerimaan Pajak
(PPh, PPN, PBB, Pajak Lainnya)
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Belanja Pemerintah Pada APBN 2017

Rp1 315,95

#sadarAPBN

==

26,1%...

adalah Belanja Pegawai
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KESEHATAN



KEWAJIBAN PEMOTONGAN/
PEMUNGUTAN PAJAK

Setiap PA/KPA dan/atau Bendahara yang melakukan pembayaran atas

beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

st Y
Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara
pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan

sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
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PAJAK !
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SETOR KE KAS
NEGARA

LAPOR SPT MASA




BELUM MEMILIKI Segera daftarkan Bendahara
N PWP, Satker/Instansi anda pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama terdekat '

. D| rektorat Jenderal Pa]ak



I I'h 4
Jangan lupa melakukan update data, SUDAH MEMILIKI
terutama bila terjadi perubahan pegawai

yang menjabat sebagai bendahara! N PWP '

!l Ker:lemelian Keuangan Republik Indonesia 3
u Direktorat Jenderal Pajak




JENIS PAJAK YANG
DIPOTONG/DIPUNGUT

oA

Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan

-\

Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan
pembelian barang

Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,
deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21

=
Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa

tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,
pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya)

PPh Pasal 21

PPh Pasal 22

PPh Pasal 23



JENIS PAJAK YANG
DIPOTONG/DIPUNGUT

Pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan
penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

N

Pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu (kuitansi,

Bea Meterai kontrak)



OBJEK PAJAK DAN TARIF PAJAK

’ | Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
‘ Direktorat Jenderal Pajak




PAJAK PENGHASILAN

PASAL

Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti
gaji dan tunjangan

OBJEK

Penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh Pegawai, Bukan
Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan
sebagainya

Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar
Pengenaan PPh (untuk PPh tidak bersifat final)

Tarif Final x Jumiah Bruto

(untuk PPh bersifat final)

@Iy  Kementerian Keuangan Republik Indonesia

pe]! / Direktorat Jenderal Pajak



PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21
| LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK | TARIF

Sampai dengan Rp50.000.000 5%

Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 1 5%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 25%

Di atas Rp500.000.000 30%

TARIF PASAL 17 UU PAJAK PENGHASILAN
V) Direktorat Jenderat Pajalk




PAJAK PENGHASILAN

21

STATUS PTKP | PTKP TAHUNAN | PTKP BULANAN

TK/O 54.000.000 4.500.000
TK/1 58.500.000 4.875.000
TK/2 63.000.000 5.250.000
TK/3 67.500.000 5.625.000
K/O 58.500.000 4.875.000
K/1 63.000.000 5.250.000
K/2 67.500.000 5.625.000
K/3 72.000.000 6.000.000

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

n Republik Indonesia

_’I Kementerian Keuangan Rep: ]
Direktorat Jenderal Pajak




PAJAK PENGHASILAN

PASAL

Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti
gaji dan tunjangan

OBJEK

Penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh Pegawai, Bukan
Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan
sebagainya

Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar
Pengenaan PPh (untuk PPh tidak bersifat final)

Tarif Final x Jumiah Bruto

(untuk PPh bersifat final)

@Iy  Kementerian Keuangan Republik Indonesia

pe]! / Direktorat Jenderal Pajak



PAJAK PENGHASILAN

21

PASAL

TARIF
PENERIMA PENGHASILAN FINAL

PNS Golongan | dan I,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan 0%
Bintara, dan Pensiunannya

PNS Golongan I,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, 5%
dan Pensiunannya

Pejabat Negara, PNS Golongan 1V,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah 1 5%
dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya

TARIF FINAL PENGHASILAN ATAS HONORARIUM YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD

ente n Republik Indon
Dlrektorat Jenderal Pa]ak




PAJAK PENGHASILAN

PASAL

OBJEK pembelian barang, seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang
lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang

TARIF 1 ,5% X Hal'ga BEIi(tidaktermasuk PPN)

pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah) dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur

KECUALI

pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-
benda pos

pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1Dy Kementerian Keuangan Republik Indonesia

\%/ DirektoratJenderal Pajak



PAJAK PENGHASILAN

PASAL

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa sewa dan
o] : 815 € penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain
tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa sound system

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa imbalan
sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa

lain (seperti: jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa katering, dan sebagainya)

TARIF 2% X Jumlah BI’lItO (tidak termasuk PPN)

D%  Kementerian Keuangan Republik Indonesia

/] Direktorat Jenderal Pajak




PAJAK PENGHASILAN

PASAL

sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,
(o] : 8] 5 € kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk
bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri

TARIF 10% X Jumlah BI'I.ItO (Nilai Persewaan)

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

‘_ ':,' ,Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
‘ " Direktorat Jenderal Pajak




PAJAK PENGHASILAN

JCYY 4(2)

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi
(o] =815 € penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan
hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati

perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta
perubahannya

TARIF 2,5% X Jumlah BI’I.ItO (Nilai Pengalihan)

o
0 /0 atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

" Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
Direktorat Jenderal Pajak



PAJAK PENGHASILAN

JCYY 4(2)

(o] =5 | 5 1€ penghasilan dari pelaksanaan konstruksi (kontraktor)

S8TE 2% X Nilai Kontrak g emasieen

Rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil

3% X Nilai Kontrak(tidaktermasuk PPN)

Rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah/besar

4% X Nilai Kontrak . cmasureen

Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JA SA PELAKSANA KONSTRUKSI

) Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Dlrektorat Jenderal Pajak



PAJAK PENGHASILAN

PASAL

(o] : 815 € penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan)

S8 4% x Nilai Kontrak g emasieen

Rekanan memiliki kualifikasi usaha

6% X Nilai Kontrak(tidaktermasuk PPN)

Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

1 " D Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
Direktorat Jenderal Pajak




PAJAK PERTAMBAHAN NILAI P P N

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan (Pengusaha
OBJEK Kena Pajak)

UUH10% x Dasar Pengenaan Pajak

KECUALI pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah

pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan
tanah oleh real estate atau industrial estate

pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN
tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN

pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan BBM oleh Pertamina, rekening
telepon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan

% Kementerian Keuangd

‘ ' Direktorat Jenderal jak



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Faktur Pajak .
Kode dan Momor Seri Faktur Pajak - 020.000-16.00000001 Peng usaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak re kan an bendah ara WA\] I B

Mama : PT SINCHAN

Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA H
PP 55 565 995,986,000 membuat Faktur Pajak

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

it Kode Transaksi pada
Harga Jual/PenggantianUang nomor Seri Faktur Paja.k

Muka/Termin

Televisi 297
! Rp 3.000.000 x 10 T ad alah 02

Mo. Mama Barang K=na Pajak / Jasa Kena Pajak

Harga Jual / Penggantian 30.000.000,00

Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikrangi Uang ks Untuk memastikan e=-Faktur
Dasar Pengenaan Pajak 30.000.000,00

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 3.000.000,00 val id dilakukan dengan cara
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesuai dengan ketentuan yang beraku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Fakiur Pajak ini telsh ditandatangani secara elektronik sehingga tidak me m I ndal Q R COd e m e ng g u n akan
diperukan tanda tanoan basah pada Faktur Pajak ini | . k - R S d
JAKARTA, 03 April 2016 aplikasi QR Scanner pada

smartphone anda

Simon Hutabarat




BEA METERAI

Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan
(o] : 8] 5 € sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang
bersifat perdata (seperti kontrak atau surat pernyataan)

Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billing statement, dan lain-lain

Rp6.000,00

Rp3.000,00

khusus surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00

49/ Kementerian Keuangan Republik Indonesia

¥/ Direktorat Jenderal Pajak



SURAT KETERANGAN BEBAS

XREXTUR JENDERAL PAIAX
- PJS 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA L e
4} DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lembar Ke 2
5] KANTOR WILAYAH DJP. ..o Lomber.Fay
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PPh PASAL 21/ PASAL 22 /PASAL 23 ¥
BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR S SicsiRsaasvpisthehasinisssiny {
TANOIAL: I raaiainiaisaniai:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..o,

Menerangkan bahwa orang pribadi / badan ! tersebut di bawah ini:
Nama Wajib Pajak
NPWP

Alamat

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 / 22 / 23 11, karena memenuhi
kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Surat Keterangan Bebas ini berlaku  sejak  diterbitkan sampai dengan tanggal

s 2EN G IPR SEATA p S 9w a8 vy ST S ey
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

) September 2013

Bendahara Pemerintah
TIDAK melakukan
pemotongan dan/atau
pemungutan PPh apabila
telah menerima fotokopi SKB
yang telah dilegalisasi oleh
KPP tempat WP Rekanan
menyampaikan kewajiban
SPT Tahunan

SKB berlaku sampai
dengan berakhirnya Tahun
Pajak yang bersangkutan




Tips 1: Alur Pemikiran Pemotongan/Pemungutan ‘

Belanja dari
APBN/APBD

Ada PPh dan PPN

setor ke kas
negara

apor'kan ke KPP

() Direlcorat Jenderal Pajak






3 LANGKAH
PENYETORAN PAJAK

A Membuat kode Billing berdasarkan data SSP
-/

H Menyetorkan pajak ke bank persepsi/pos persepsi




KODE AKUN PAJAK -
KODE JENIS SETORAN

i

411121 - 100

L

( 411121 - 402
411122 - 910
v 4

411122 - 920

411122 - 930

KETERANGAN

ey

Pemotongan PPh Pasal 21 Non Final

Pemotongan PPh Pasal 21 Final atas honorarium/imbalan lain
yg diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan pensiunannya
|

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan APBN*

(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)
A TN

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan APBD*

(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)
T e

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Dana Desa*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

e

-~




KODE AKUN PAJAK -
KODE JENIS SETORAN

L
411124 - 100 RS Ul s R CE P R

\ 411124 - 104 Rl W CE A E Y B

4 Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas
411128 - 402 tanah / bangunan
» . E e

4 Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas sewa tanah /
411128 - 403 [t
y T

411128 - 409 Nl RN E R R E S E S

AL

-~




4
/

/

KODE AKUN PAJAK -
KODE JENIS SETORAN

KETERANGAN

. 77 S

Pemungutan PPN oleh Bendaharawan APBN*
411211 - 910 (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)
L T

' 411211 - 920
T

Pemungutan PPN oleh Bendaharawan Dana Desa*
411211 - 930 (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

R

*) Mengacu pada jabatan bendaharawan pada tingkat administrasi pemerintahan, dan
TIDAK didasarkan pada sumber dana pengelolaan keuangan

W
-~

Pemungutan PPN oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)
, T




DIREKTORAT JENDERAL

PAJAK (DJP) ‘ NON-DJP & INTERNET

J billing-djp pada KPP / O sse.pajak.go.id
KP2KP d ssez.pa!ak.go.!d
g 0 sse3.pajak.go.id

U Petugas Bank/Pos Persepsi

. Q billing-batch DJP untuk |  (Customer Service/Teller) tertentu

T . 0 SMS ID Billing Telkomsel (*141*500#)
pembuatan kode b”“ng O Internet Banking (bank tertentu)

massal 0 Application Service Provider

SALURAN PEMBUATAN

KODE B/LLING




billing

cara mudah bayar pajak

Pastikan kode

BILLING BILLING

telah dibuat (setor pajak)

PEMBAYARAN BILLING PAJAK DILAKUKAN KE REKENINGH 2 €% ' S e7:\ 1 7%
DENGAN ATM INTERNET BANKING EDC MOBILE
BANKING, rru PADA LOKET BANK/POS PERSEPSI '

'l Kerr_aentelian Keuangan Republik Indonesia :
u Direktorat Jenderal Pajak



PEMOTONGAN - PEMUNGUTAN

PPh Pasal 21, 23, 4(2) PPh Pasal 22 dan PPN
0 SSP lembar ke-1 0 SSP lembar ke-1
Arsip Bendahara Arsip Rekanan
1 SSP Ilembar ke-2 0 SSP lembar ke-2
f Arsip KPPN Arsip KPPN
. O SSP lembar ke-3 O SSP lembar ke-3
Dilaporkan ke KPP oleh Bendahara | Dilaporkan ke KPP oleh Rekanan
O SSP lembar ke-4 - O SSP lembar ke-4
Arsip Bank/Pos Persepsi Arsip Bank/Pos Persepsi

0 Bukti Potong untuk penerima 0 SSP lembar ke-5
penghasilan/pegawai/rekanan Arsip Bendahara




BUKTI POTONG PPh

PASAL

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN EEED
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA FORMULIR 1721 - A2

ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA | [Z7i=re ]tk omeina fengiesiin
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA|

MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI LAH [ren - men]
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | NOMOR : ,,, 1 . 2 - - .

HAMA INSTANS HPWP

BADANLAIN BENDAHARA : 15

HAMA

BENDAHARA : "

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPAP : s - o 6. JENIS KELAMIN : u‘D LAKHAK JuuD PEREMPUAN
2. NP
HRP ;a2

7.HIK ;0

3 NAMA ;e §.STATUS! JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUKPTKP

4. PARGKAT [ 3
GOLONGAN : 200 fos K TR

— a0 —

EALAMAT o, 9. HAMA JABATAN © 413

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAK JUMLAH {Rp)

KODE OBJEK PAIAK: [ |2ti0001 [ |21m002
PENGHASILAN BRUTO:

1. | GAJI POKOKIPENS N

TURIANGAN ISTERI

TUNIANGAN ANAK

2,

3.

4. | JURM_AH GAJI0AN TUNJANGAN KELUARGA {1 £0.3)
S | TUNIANGAN PERSAKAN PENGHASLAN
6.

7.

TUMIANGAN S TRUKTURALIFUNGSIONAL

TUMIANGN BERAS

TURNIANGAN K HISUS
TURIANGAN LAIN LAN

l|®

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas gaji dan tunjangan

yang diterima oleh pegawali
secara tetap dan teratur setiap
bulan selama satu tahun

area stap

|}
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK EOOE
PENGHASILAN PASAL 21 FORMULIR 1721 - VII
(FINAL) Lamtmrke 1 :urfuk Penerima Pengizmilan
Lambmirke 2 :urfuk Pamciong
KEMENTERIAN KEUANGAN Rl
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | NOMOR: ,, 1 .4 - -
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
1. NPWP - f 2. NIK/NO. PASPOR ! s
3.NAMA s
4 ALAMAT @ am
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG
KODE OBJEK PAJAK JUMLAH PENG:&S!LAN BRUTO Tl{\;}ll‘ PPh DIPOTONG
{1 {2} {3} 2}
€. IDENTITAS PEMOTONG
1. NPWP 150 - f 3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2.NAMA: C@ 0] - -
@d-mm =]
KODE ORJEK PRJAK PENGHASILAN PASAL 21 {FINAL}
1. 2140101 Lang Pasangon yang Dipayasican Salaaligus
2. 2140102 Lang Mania.agim?;mgn, Tum Han ‘ﬁ‘:‘la, atau Jamnan Han Tua yang Disayarian Salaligus
3. 21-402-0 Emor dan inpalan Lam yang Qibedanian kepada APBN afau APBD yang Drienima oleh PNE, Anggota TNVPOLRI, Pejabal Negara dan
enaunann
4. 2140060 Oty PR o 21 Fina Lannya

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas honorarium yang

bersumber dari APBN/APBD




BUKTI POTONG PPh

Lemtarke-1 vatvk (Wa|b Pajak
Lemba@rke-2 vatik : K3y or Pe Byaar Pk
Lembarke-3 vatvk : Pemotoag Pajak

R A R e Sebagai bukti
KANTOR PELAYANAN PAJAK . pemotongan pajak ata.S
BUKTI PEMOTONG AN PPh PASAL 23 pe ng haSi |an yang

B TN e e i = s e = e e i m e e = { mm b @ N m @ .
= dibayarkan kepada
NPWP : . - -[ - - a i .
Vi ; EEEEEEEEl Pihak lain/rekanan
Alamat :
ENNEEENNEEEEEEEEEEnnnnEnnnnnl o o sewa atau
) ) Jumiah Penghasilan | "= "®P'" Tn99il yane | pph yang Dipotong =
No. Jenis Penghasilan Bruto (Rp) 100@: F(.T‘;Ilglba'- ) ®Rn) l m b a I a n
(1) (2) (3] (4] (5) (€)
2. |Bunga™) ] 15 % -
3. |Royalti ] 15 % denga“ ]asa
4. |Hadiah dan penghargaan ] 15 %
5. |Sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan
penggunaan harta =% ] 2%
6. |Jasa Teknik, Jasa Manajemen,
Jasa Konsultansi dan Jasa Lain
sesuai PMK-244/PMK.032008:
a. Jasa Teknik ] 2%
b. Jasa Manajemen ] 2%
¢. Jasa Kansultan L] 2%
d. Jasa lain :
L) B [ ] 2%




BUKTI POTONG PPh

JCYVE 4(2)

— Lembarke-1 Lk :Walb Palak —
— Lembarke-1 Latik :yaig me wyewakar Limtarke2 1k kzaln Pal Pak
Lembarke-2 Catik : K3y or Pe By@ar Paak embarke-2 itk Karor Pe Barar P
Lembarke-3 uitik :peneva Lembarke<3 Ltk : Pemotorg/Pemu gt Pk

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

e 2

e

e R e
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANG UNAN Homor : 2
Homor : i ey p—
NPWP | R & o - a
T T Nama :
NEWE el 1L |2 - sl I g ® [[TTTTTT]
Nama ; Atamat JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE RN NN
Mot : Jumlah Nila Brut Tarif PPh Dipotong/
% miah Nilai Bruto ani yang Dipotong
i K No. Uraian 5
Lokasi Tanah dan @ (Rp) (%) Dipungut (Rp)
Aautangunan Q) @ €} @ ®
1. |Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
Jumiah Bruto Nilai Sewa Tarif PPh yang Dipotong dengan kualifikasi usaha kedl 2%
(Rp) (%) (Rp) 2. [Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
(4] (2) (3) vang tidak memiliki kualifikasi usaha 4%
10% 3. |Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
TEONANG: T covrvenvnmvosr s s s S S S S S selain andka 1.den angka’2 di stas 3%
4. |Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi
oleh penyedia jasa yang memiliki kualifkasi usaha 4%
2.8 5. |Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi
oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi
Pemotong Pajak » usaha 6%
. JUMLAH
wewp [ [I-[TTT-CTTI-[I-LTTI-[TT]
. B e——

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari
usaha jasa konstruksi

persewaan tanah dan/atau
CELLULET




Tips 2: Segera setorkan ke kas negara

’

“Lebih baik
menyetorkan '4
pajak sebelum 75 /6' /
jatuh tempo /
daripada
terkena sanksi

administrasi
terlambat setor

berupa bunga ?Q
2% per-bulan” j///
-

1 Dy
( E‘ﬁ ;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

' Direktorat Jenderal Pajak




PELAPORAN SPT MASA

' l Ker[lemerian Keuangan Republik Indonesia :
‘ Direktorat Jenderal Pajak




Mengisi kolom identitas dengan lengkap dan benar

Mengisi masa pajak sesual dengan bulan pemotongan/
pemungutan pajak dilakukan

Mengisi jumlah dasar pengenaan pajak dan pajak yang
telah dlpotong/dlpungut

RS SONISSOG

AW VT v el 8 |

Melampirkan SSP lembar ke-3 bukti pajak telah disetorkan
ke kas negara

T I S e B | =L o =T « I L DR e wetara |

Menandatanganl SPT Masa secara lengkap dengan nama
jelas, jJabatan, dan cap instansi/kantor

M " e ——

a

e
e

POIN PENTIN G




SPT MASA PPh

PASAL

Kewajiban melaporkan tetap berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal
21 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

——— }'. - SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA a0l SPT Masa terdiri dari
Y PAJAK PENGHASILAN FORMULIR 1721 2 halaman i“d u k
+ lampiran

PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau

area barcode

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Fasal26
Bacalah pstunjuk psngisian sebslum mangisi formulirini JUMLAH LEMBAR SPT
MASA PAJAK : : TERMASUK LAMP IR&H :
troen- o) RO “”"D%an. ”*‘3D FesruLon ks Ho T e —
T — Batas pelaporan

i. NPWP T

st — tanggal 20 bulan

berikutnya
4. NO.TELEFON : am S EMAIL  : as y
B. OBEK PAJAK WAJIB lapor dengan e-SPT
NO PENERIMA PENGHASILAN Ok ,,gf?*ﬁg“ Jumuéréﬁ%?;;smm é?;g'{?@f:g _ S atke r /| n Sta.n S| deng an
) @) @) 2] &) ) .
| rechmm e 20001 pegawai >20 orang
2 PENERIMA PENSIUN BERKALA 24-100:02 _ dOkU men yang dilaporkan
a. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEFAS 29-100:03
4. BUKAN PEGAWAL (BUPOUSSP) >20
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING {MLM} 29-100-04
4b. PETUGAS DINAS LUARASURANS] 29-100:05
4z, PENJALA BARAKNS DAGANGAN 29-100:086

4ct. TENAGA AHLI 24-900-07




SPT MASA PPh

PASAL

_— |
R SURAT PEMBERITAHUAH (SPT) MASA [ gPT Normal
KEUANGAN Rl PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 E[ SPT Pembetulan Ke
DIREKTORAT Formulir ini digunacan untue melaporkcan Pemungutan Masa Pajak
JENDERAL PAJAK Paja Penghasilan Pasal 22 [ TT0 T 1T 11

BAGIAN A IDENTITAS PEMUNGUT PAJAKMWAJIE PAJAK

1. NPWP ]
2. Nama
3. Alamat
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
Uraizn KAPIKJS Nilai Cbjek Papk PPh yang Dipungut
(Rp) (Rp)
(1 (2) (3) 4)

1. Badan Usaha IndustrifEksportir 411122100
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah 4111221403
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan

Tertentu Yang Ditunjuk 411122100
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai)

a. APl 411122100

b. Non API 411122100
5. Hasil Lelang (Ditien Bea dan Cukai) 411122100
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina/ Badan Usaha

Selain Pertamina

a. SPBU/Agen'Penyalur (Final) 411122/401

b. Pihak lain (Tidak Final) 4111224100

JUMLAH

Terbilang ..

7) o Cpang OB [EVIT

BAGIAN C. LAMPIRAN

1 I:l Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bark Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan

Pertamina/Badan Usaha s elain Pertamina).

2 1s

22

SPT Masa terdiri dari

1 halaman induk
+ lampiran

Batas pelaporan
tanggal 14 bulan
berikutnya




PASAL 23

= SURAT PEMBERITAHUAN [SPT) MASA E[ SPT Nomnal = S PT M asa te rd i ri d ari

DEPARTEMEN
BEVANGANR.L PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DANJATAL PASAL 26 [:[ SPT Pembetulan Ke- -
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Masa Pajak 1 h a a m a n I “ d u k
JENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/tau Pasal 26 I:]:l /

BAGIAN & IDENTITAS PEMOTONG PAJA KAAJIB PAJAK

1. NPWP : ] - + Iampiran

2. Nama
3. Mamat :
BAGIAN B. DBJEK PAJSK Batas pelaporan
1. PPh Pasal 23 yangtelah Dipotong
Urzaian KA P/KIS | Jumiah Penghaillan Bub (Rp)| PPh yang Dipotong (Rp)
il ) 3] £)] t
1. Dividen ) H1124401 angga u an
2. Bunga ™) Hi12enm
3. Rogt 112440 .
4. Hagah dan penghargaan 112440 berl kutn a
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ™) [ 411124400
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasalain s2suai
dengan PMK-244/PMKD 32008 :
a. = Teknik 1124404
b. Jasa Manajemen 1124804
¢. 3= Konautan 1124104
d. Jsalain 77

2. PPh Pasal 26 yangtelah Dipotong

JarmTah Fengf'-asﬂan Parniraan
Uraian KA PKJIS Bruto Penghailian| PPh yang Dipotong (Rp)
(Rp) Neto (%)
1] (2] Z] [C)] [E3)]

1. Dividen 4111277101
2. Bunga 4111277102
3. Roygtt 4111274103
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta | #11127/100




4(2)

= SURAT PEMBERITAHUAN [SPT) MASA E[ SPT Nomnal = S PT M asa te rd i ri d ari

DEPARTEMEN
KEUANGANR.L PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) [:[ SPT Pembetulan Ke- -
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Masa Pajak 1 h a a m a n I “ d u k
JENDERAL PAAK Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) g
BAGIAN 4. IDENTITAS PEMOTONG PAJA KANVAJIB PAJAK + I -
1. NPWP : - amplran
2. Nama :
3. Mamat :
BAGIAN B. DBJEK PAJAK Batas pelaporan
Uraian KAPIKJS Nilai D?R!:']‘ Pajek T[::]' upu::;‘”au":ftfm“;:ﬂ‘" o)
(1) (2) (2) (4) (5) t
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto $BI dan Jasa Giro angga u an
a. Bunga Deposito/Tabungan
1) Yang ditempatkan di Dalam Negern 4111287404 -
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri 411128/404 b e r'l ku t n a
b. Diskonto Sertifilat Bank hdonesia 411128/404
c. Jasa Giro 411128/404
2. Transaksi Penjualan Saham
a. Saham Pendin 411128407
b. Bukan Saham Pendin 411128/406
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara 4111287401
4. Hadiah Undian 411128/405
§. Persswaan Tanah dan/atau Bangunan
a. Penyewasebagai Pemotong Pajak 411128/403
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendid PPh 4111287403
6 Jasa Konstruksi
a. Perencana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 411128/409
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 411128/409
b. Pelaksana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 411128/409
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 4111287409
¢. Pengawas Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 411128/409
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 411128/409
7 Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas




SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Bila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan
PPN atau PPN & PPnBM, Formulir ini tetap dibuat dan diisi
dengan angka O (Nol).

SPT Masa terdiri dari 1
onvn SRATPEVBERITAHUANMASA | FORMULIR halaman induk (1107
PUT) + lampiran (1107

BAGIPEMUNGUT PPN

Baca]ahmleb:?xdalthukuPemnj:kngishnSl?TMasaPpN 1107 PUT
et PUT 1 & copy SSP)
NPWP o [T -] ]- - 1111

s ¢ [ sa [ - [T

S — Batas pelaporan
akhir bulan masa

‘g- A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

L ampiran : EI Surat Knasa Klsus

[] ssp

1 PPN seh ol  Tembar R R T O S I e AN

B
[ | e 2 ajak berikutnya
% T FPn BM yang dipungutoleh Pererbit S PM melahii KPFN Rp p J y
5% Jumlzh PPN dan PPn BM yang dipangut cleh Peneth it SPM R
?ég melahii KPPN 4
4
=4
s g 2 PPN yang dipungut oleh Berdahara Pergeliaran Rp @
1%
g" A PPn BM yang dipungutoleh Bendahara Pengeharan Rp
~
~ % Jumlah PPN dan PPnBM yang dipangut oleh Bendahara
: Rp
E % & Pengeharan
133
s‘é% B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH
L3
ggé PPN yang dipungut Rp €1
%:% FPn BM yang dipungut Rp
é g'i; Jumlah PPN dan PPnBM yang dipangut Rp
it
§9%
52 %
2%
S -




<=
= e %
o DATA

POTONG/PUNGUT .
PAJAK !

‘ . ‘

SETOR KE KAS
NEGARA

LAPOR SPT MASA




Tips 3: Informasi lebih lanjut...

' l Ker[lemerian Keuangan Republik Indonesia :
‘ Direktorat Jenderal Pajak

DIREKIORAT JINDERALEAIAK

BENDAHARA
MAHIR
PAJAK

ks




MARI BERSAMA-SAMA MENGAMANKAN
PENERIMAAN NEGARA

AGAR DAPAT MEMBERI N
MANFAAT BAGI NEGARA DAN e
MASYARAKAT INDONESIA

e } 1] S= 4
4 L { Y, ¢ ; ) ¥
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Terima Kasih

Kementerian Keuangan RepublikIndonesia

Direktorat Jenderal Pajak

@ www.pajak.go.id f DitjenPajakRI D pitjenPajakRrl & 1500-200




